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Abstrak 

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan instrumen penting yang bertujuan untuk melindungi hak-
hak pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta memberikan perlindungan bagi 
kelompok pekerja rentan. Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003, hukum ini mencakup berbagai aspek hubungan kerja seperti upah yang layak, kondisi kerja yang 
aman, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif untuk menganalisis prinsip, tantangan, dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan efektivitas hukum ketenagakerjaan. Beberapa tantangan utama meliputi pengawasan yang 
lemah, regulasi yang belum responsif terhadap perubahan pasar kerja, dan rendahnya kesadaran pekerja 
tentang hak-hak mereka. Upaya yang direkomendasikan meliputi revisi regulasi, peningkatan pengawasan, 
edukasi hukum, serta penggunaan teknologi untuk memperkuat penegakan hukum. Dengan strategi yang 
holistik dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan hukum ketenagakerjaan 
dapat memberikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. 
 
Kata kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja, Hubungan Industrial, Pengawasan, Regulasi 
 

Abstract 
Labor law in Indonesia serves as a vital instrument to protect workers' rights, foster harmonious industrial 
relations, and provide safeguards for vulnerable worker groups. Based on the 1945 Constitution and Law 
Number 13 of 2003, this legal framework encompasses various aspects of employment relations, such as fair 
wages, safe working conditions, and protection against unfair dismissal. This study employs a qualitative 
method to analyze the principles, challenges, and governmental efforts to enhance labor law effectiveness. Key 
challenges include weak enforcement, regulations that are not adaptive to labor market changes, and low 
worker awareness of their rights. Recommended measures include regulatory revisions, improved 
enforcement, legal education, and the use of technology to strengthen law enforcement. With a holistic strategy 
and collaboration among the government, employers, and workers, labor laws are expected to promote social 
justice and enhance workers' welfare in Indonesia. 
 
Keywords: Labor Law, Worker Protection, Industrial Relation, Enforcement, Regulation 

PENDAHULUAN 
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) 
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
sementara Pasal 28D ayat (2) menekankan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Hukum ini 
bertujuan melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi dasar utama 
perlindungan tenaga kerja. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek hubungan kerja, 
termasuk perjanjian kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme 
penyelesaian masalah. Selain memperhatikan perlindungan individu, hukum ini juga menekankan 
kesejahteraan kolektif pekerja dan keluarganya.  
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Prinsip utama hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, yang 
meliputi hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan hak berserikat. Hukum ini 
berusaha mengatasi ketimpangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha agar tercipta keadilan 
sosial. Pemberdayaan tenaga kerja, melalui pelatihan dan pendidikan, juga penting untuk 
meningkatkan keterampilan pekerja agar siap menghadapi perubahan di dunia kerja.  

Selain itu, hukum ketenagakerjaan mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja 
dan pengusaha melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Perkembangan global mempengaruhi 
hukum ketenagakerjaan, termasuk pengaturan tenaga kerja asing. Tantangan penerapan hukum 
ini sering terjadi karena ketidaksadaran pekerja tentang hak-hak mereka dan pengawasan 
pemerintah yang lemah, sehingga pendidikan dan sosialisasi sangat diperlukan. 

METODE  
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek pada 
penelitian kualitatif lebih ditonjolkan, dibandingkan pada penelitian kuantitatif. 

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-
dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti 
lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Semakin dalam serta semakin detail 
yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif, Peneliti juga 
menggunakan berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik 
penelitian untuk menunjang penelitian terselesaikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan hak-hak pekerja. Ini mencakup hak atas 
upah yang layak, jam kerja yang wajar, cuti, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja 
yang tidak adil. Hukum ketenagakerjaan juga mengatur keselamatan dan kesehatan kerja untuk 
melindungi pekerja dari risiko yang dapat membahayakan mereka di tempat kerja. Dengan 
peraturan ini, pekerja diharapkan bisa bekerja dalam kondisi yang aman dan nyaman.  

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan industrial, termasuk 
interaksi antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Hubungan industrial yang baik dapat 
menciptakan suasana kerja yang produktif dan mengurangi potensi konflik. Hukum ini 
memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa yang muncul melalui mediasi, arbitrase, atau 
litigasi. 

Hukum ketenagakerjaan juga melindungi kelompok tertentu, seperti pekerja anak, 
pekerja migran, dan pekerja wanita. Perlindungan ini penting untuk memastikan perlakuan yang 
adil. Di tingkat internasional, hukum ini dipengaruhi oleh konvensi dari Organisasi Buruh 
Internasional (ILO), yang memberi pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakan 
ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, hukum ketenagakerjaan penting untuk menciptakan 
keadilan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja, serta memberikan kepastian hukum bagi 
pengusaha. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. 
Langkah awal yang bisa diambil adalah meningkatkan kesadaran hukum pekerja dan pengusaha. 
Banyak pekerja tidak tahu hak-hak mereka dan kewajiban pengusaha, sehingga program edukasi 
dan sosialisasi perlu digalakkan lewat kampanye publik dan pelatihan. Dengan pengetahuan yang 
lebih baik, pekerja dapat melindungi hak-hak mereka. 

Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas institusi penegak hukum ketenagakerjaan. 
Banyak lembaga seperti Dinas Tenaga Kerja dan BPHI memiliki tantangan di bidang sumber daya 
manusia dan anggaran. Dengan meningkatkan jumlah personel dan memperbaiki fasilitas 
pengawasan, lembaga ini dapat bekerja lebih efisien. Pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan 
juga harus ditingkatkan untuk memahami peraturan dan cara penegakannya dengan lebih baik.  

Koordinasi antar lembaga penting untuk penegakan hukum yang efektif. Tumpang tindih 
tanggung jawab sering menyebabkan kelalaian dalam menangani pelanggaran ketenagakerjaan. 
Membentuk forum atau badan koordinasi dapat memastikan semua pihak bekerja sama 
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menegakkan hukum secara konsisten. Koordinasi yang baik memungkinkan penyebaran 
informasi mengenai pelanggaran dengan cepat, sehingga tindakan bisa lebih responsif.  

Proses hukum yang lambat juga menjadi tantangan. Kasus pelanggaran sering 
membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem peradilan. Reformasi dalam sistem diperlukan untuk mempercepat penyelesaian 
kasus ketenagakerjaan, seperti prosedur khusus atau penambahan jumlah hakim.  

Konsistensi dalam pemantauan dan penindakan sangat penting. Setiap pelanggaran harus 
ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai agar pengusaha tidak melanggar hak pekerja. Sanksi 
harus cukup berat untuk mencegah pelanggaran di masa depan.  

Perubahan regulasi yang cepat dapat membingungkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
mengkomunikasikan perubahan kebijakan dengan jelas dan memberikan panduan. Waktu 
transisi yang cukup juga diperlukan agar perusahaan dapat menyesuaikan diri. 

Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga penting. Dengan sistem informasi 
dan platform digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pemantauan dan pelaporan 
pelanggaran. Aplikasi mobile atau portal online dapat membantu pekerja melaporkan 
pelanggaran secara langsung.  

Budaya kepatuhan hukum juga perlu dibangun. Pemerintah dapat melakukan kampanye 
untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dan 
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.  

Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala mengenai efektivitas penegakan hukum 
ketenagakerjaan. Analisis mendalam tentang yang berhasil dan yang tidak dapat membantu 
menyusun strategi baru. Evaluasi harus melibatkan masukan dari pekerja, pengusaha, dan 
organisasi masyarakat sipil. 

Penegakan hukum ketenagakerjaan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensi 
dari pemerintah. Melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas institusi, 
koordinasi antar lembaga, reformasi sistem, konsistensi dalam pemantauan dan penindakan, 
serta penggunaan teknologi, diharapkan hak pekerja dapat terlindungi dengan lebih baik. 

 
B. Upaya yang dapat Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum 

Bagi Pekerja 
Peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia adalah hal yang sangat 

penting, terutama karena banyak tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam 
memperjuangkan hak-hak mereka. Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan hukum 
yang melindungi pekerja dan mendukung kesejahteraan sosial serta ekonomi. Beberapa upaya 
nya sebagai berikut : 

1. Memperkuat regulasi ketenagakerjaan, termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 agar lebih sesuai dengan perubahan di pasar kerja, termasuk penyesuaian 
bagi pekerja di sektor informal dan migran. 

2. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait 
undang-undang ketenagakerjaan. Inspeksi rutin dan sanksi tegas bagi pelanggaran 
hak pekerja harus dilakukan secara konsisten. Ini akan memberikan efek jera bagi 
pengusaha dan memastikan pekerja mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang 
layak dan kondisi kerja yang aman. Penegakan hukum yang baik akan menumbuhkan 
kepercayaan pekerja terhadap perlindungan sistem hukum.  

3. Edukasi tentang hak-hak pekerja juga penting untuk meningkatkan perlindungan 
hukum. Pemerintah harus melakukan kampanye agar pekerja memahami hak-hak 
mereka, termasuk hak untuk berserikat dan melaporkan pelanggaran. Dengan 
kesadaran yang lebih tinggi, pekerja bisa lebih aktif memperjuangkan hak mereka.  

4. Pemerintah juga harus memperluas akses jaminan sosial untuk semua pekerja, 
termasuk di sektor informal, agar mereka terlindungi dari risiko kerja. Selain itu, 
dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja dapat membantu mencapai 
kesepakatan tentang kondisi kerja yang lebih baik. Pembentukan lembaga bantuan 

https://doi.org/10.62017/syariah


Jurnal Ilmu Hukum            Vol. 2, No. 2 Januari 2025, Hal. 307-311 
                                                                                                               DOI: https://doi.org/10.62017/syariah 

SYARIAH  
P-ISSN 3026-362X | E-ISSN 3026-3719  310 

hukum untuk pekerja adalah langkah strategis untuk memberikan dukungan hukum 
tanpa biaya bagi mereka yang mengalami pelanggaran.  

5. Pemerintah perlu menjalankan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja 
Migran dengan baik dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk mencari 
solusi atas masalah yang ada dalam perlindungan hak pekerja. 

 
C. Tantangan Hukum Ketenagakerjaan 

Tantangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks akibat perkembangan 
ekonomi dan teknologi yang cepat. Di era globalisasi dan revolusi industri 4. 0, perubahan cara 
kerja dan hubungan antara pekerja dan pengusaha semakin dinamis. Beberapa tantangan yang 
dpat dilihat adalah sebagi berikut : 

1. Perlunya penandatanganan yang dapat mengakomodasi bentuk kerja baru, seperti 
kerja jarak jauh dan pekerjaan berbasis platform digital. Hal ini penting untuk 
menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya di sektor informal yang 
sering tidak terdaftar secara resmi. 

2. Isu upah minimum juga menjadi tantangan. Banyak pekerja yang masih menerima 
upah di bawah standar, disebabkan oleh pengawasan pemerintah yang lemah dan 
ketidakberdayaan pekerja untuk menuntut hak-hak mereka. Ketidakpastian 
mengenai upah minimum yang adil dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan 
pekerja, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan sosial.  

3. Keamanan kerja adalah tantangan lain, di mana banyak pekerja mengalami 
pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa kompensasi. Banyak perusahaan 
mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi biaya tanpa mempertimbangkan dampak 
hidup pekerja. Ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi 
pekerja dari PHK yang tidak adil.  

4. Perlindungan sosial bagi pekerja juga menjadi perhatian, dengan banyak pekerja di 
sektor informal yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, seperti BPJS 
Ketenagakerjaan. Pemerintah perlu memperluas jaminan sosial agar semua pekerja 
mendapatkan perlindungan yang layak. Diskriminasi di tempat kerja, berdasarkan 
gender, usia, atau latar belakang etnis, tetap menjadi masalah yang perlu ditangani 
dengan penerapan undang-undang yang lebih tegas.  

5. Transformasi digital juga membawa tantangan baru, di mana otomatisasi mengancam 
pekerjaan tradisional. Penyesuaian dan pelatihan ulang diperlukan untuk membantu 
pekerja mengadaptasi perubahan tersebut. Proses penyelesaian sengketa antara 
pekerja dan pengusaha sering rumit dan memakan waktu, sehingga banyak pekerja 
enggan mengajukan keluhan. Pemerintah perlu memperbaiki proses ini agar lebih 
efisien.  

6. Pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk meningkatkan keterampilan pekerja 
agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan 
serikat pekerja diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dengan melibatkan 
pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, diharapkan tercipta inovasi 
yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Upaya bersama ini 
akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera di 
Indonesia. 

KESIMPULAN 
Hukum ketenagakerjaan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menciptakan 

keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. 
Dengan adanya hukum ketenagakerjaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan 
pengusaha dapat tercapai, sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif bagi pertumbuhan 
ekonomi. Regulasi yang jelas menjadi kerangka untuk melindungi hak-hak pekerja, seperti upah 
layak, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. 
Perlindungan ini sangat penting agar pekerja tidak dieksploitasi, dapat bekerja dalam kondisi 
yang aman dan sehat, serta merasa lebih termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. 
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Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam menciptakan hubungan industrial 
yang baik antara pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Hubungan yang harmonis ini dapat 
mengurangi potensi konflik dan meningkatkan produktivitas. Melalui mekanisme penyelesaian 
sengketa seperti mediasi atau arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan solusi yang 
adil dan memuaskan. 

Lebih lanjut, hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus kepada 
kelompok pekerja yang rentan, seperti pekerja anak dan pekerja migran, untuk memastikan 
mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak. Di tingkat internasional, hukum ini juga mengacu 
pada konvensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai pedoman bagi 
negara-negara dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan demikian, hukum 
ketenagakerjaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. 
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